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Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di
bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk
memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut
malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor
52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum terkait pengesahan
perkawinan di bawah tangan yang timbul dalam pelaksanaan pertimbangan hakim pada penetapan tersebut
serta upaya hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hakim telah
memberikan solusi hukum yang baik dan tepat pada penetapan tersebut, yaitu untuk mengesahkan
perkawinan terlebih dahulu kemudian mengajukan gugatan perceraian. Namun pengesahan perkawinan
tersebut justru malah akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dikarenakan melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenaitu, diperlukan adanya beberapa upaya hukum
dalam rangka menghindari atau mencegah agar akibat-akibat hukum tersebut tidak timbul. Upaya hukum ini
tidak hanya memerlukan peran para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, tetapi juga melibatkan
peran para praktis hukum seperti hakim dan notaris, sehingga nantinya pengesahan perkawinan dapat
terlaksana tanpa menimbulkan akibat hukum dan memenuhi tujuan hukum bagi para pihak.

...... Marriages that are held religiously without being registered will only have the status of an underhand
marriage, but there is an opportunity for them to apply for marriage legalization to obtain the validity of
their marital status. However, in certain cases, the legalization of the marriage will have legal consequences
for the parties as stated in the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. This research raises the issue of
the legal consequences related to the legalization of underhanded marriages that arise in the implementation
of the judge's considerations on the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms as well asthe legal. The
research method used is normative juridical using secondary data through literature study. This research
obtained the results that the judge had provided a good and appropriate legal solution to the determination
number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms, which is to legalize the marriage first and then file a divorce suit. However,
the legalization of the marriage will actually cause legal consequences to the parties because they will
violate the applicable laws and regulations. Therefore, it is necessary to have several legal remediesin order
to avoid or prevent these legal consequences from arising. This legal effort not only requires the role of the
partiesinvolved in the marriage, but aso involves the role of legal practitioners such as judges and notaries,
so that later the ratification of the marriage can be carried out without causing legal consequences and
fulfilling the legal objectives for the parties.
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